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w
bahw
2003 iesgdasarkan Keputusan Presiden Nomor g0 Tahun
ng Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
h diubah beberapa kali terakhir

Pe :
de:izrmtah sebagaimana tela
gan Peraturan Presiden Nomor
Presiden Nomor

P

T:Ll:,bahan Ketujuh atas Keputusan

telahrzjgom , khususnya pada Lampiran Bab IV huruf D
ijelaskan mengenai pengadaan parang/jasa dengan ¢

Procurement,
globalisasi perlu

b

b

ahwa dalam menyikapi €ra
dilakukan dengan

pengadaan barang/jasa

sarana elektronik (e-procure
. parang/jast P°
penyedid barang/ t dapat

c

. ba
hwa proses pemilihan
akan sistem e-procure :
i tabilitas efektifitas

szah dengan menggun
dan egleplngkatkw transparanst
Peme 'eSlenSl dalam pelaksan?laf’ P'engadaaﬂ Anggafa“
Pendanntah Daerah yang dibiayai 9% gan
patan dan Belanja Daeralt;
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Mengingat

wn

bahw i

dalama hb:rrf;sarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

oo wa,. huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan

o all.kota_ tentang Implementasi Sistem e-
rement di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

Panjang.

hun 1956 tentang Pembentukan
| dalam Lingkungan Daerah
(Lembaran Negara Republik
19, Tambahan Lembaran

Undang-Undang Nomor 8 Ta
Daer.ah-Otonom Kota Keci
Propinsi Sumatera Tengah

Il\rlldonesia Tahun 1956 Nomor
egara Republik Indonesia Nomor 962 Tahun 1956);

g“daﬂg-U{ldang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
epegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Jah diubah dengan

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana [
(Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
blik Indonesia Nomor 3890);

Lembaran Negara Repu
1999 tentang

Undang-Undang Nomor
yang Bersih dan Bebas dap

P enyelenggaraan Negara
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemba
75, Tambahan

Indonesia Tahun 1999 Nomor
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
003 tentang Keu
; 2003

g"dang-Undang Nomor 17 Tahun 2I y Ta
eoa b]' ndonesia A
gara (Lembaran Negar® RPN o pepublik Indores

Nomor 47, Tambahan Lembaran IN€
Nomor 4286);
2004
Tahun = " Republik

})Jn'iéang-Undang Nomor
erbendaharaan Negara (Lembaran an
Indonesia Tahun 2004 Nomor 2 Tambahan Lember
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ontang
n

Undang-Undang Nomor 10 Tahug iﬂ 4Ler§baraﬂ
Pembentukan Peraturan perundang-y” 2%1:)%1 Nomor 53,
Negara Republik [ndonesia Tahu <7 jonesia omor
Tambahan Lembaran N blik 1nco”

eriksaan

4389);
tan Pem
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenh 124
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11,

12,

13

14.

Pengelolaan d
(Lomba an Tanggung Jawab Keuan
ran Negara Republik Indonesia Tahun %?)1(1)4 zzfna;?

66, Tambah
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

Undang- :

Perencgn(:::al;;g I;l)omor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Republik Ind embangunan Nasional (Lembaran Negara

Lembaran N onesia Tah}nn 2004 Nomor 104, Tambahan
egara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-
dang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Republik Indonesia

!;_ zan:r:m;ahan Daerah (Lembaran Negara
Republik(;oj Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
beberana kn lfmes:a Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
Tehur pZOO;l terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
2008 N (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
omor 59, Tambahan Lembaran Negard Republik

Indonesia Nomor 4844);
2004 tentang

Undang-Undang Nomor 33 Tahun
dan

Peri
rimbangan Keuangan rintah Pusat

Pemeri antara Peme '
Tah erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
un 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438),

;deang-Undaqg Nomor 11 Taht
g Trfmsaksn Elektronik
onesia Tahun 2008 Nomor 29
Nomor 4843);

Negara Republik Indonesia
9 Tahun 2
n Negard

Peraturan Pemerintah Nomor
Konstruksi (Lembard
Tambahan

II: enyelenggaraan Jasa Kons

LePUbllk Indonesia Tahun 2000 Nomor © »

embaran Negara Republik indonesia Nomor 3956);

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentaFl%

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara? egar Rep

Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambah?! L
4578);

Negara Republik Indonesia Nomor
Tahun 2
or 79 nyelengga"

geraturan Pemerintah Nomm r

Pedoman Pembinaan da Pengawasaﬂ plik In

emerintahan Daerah (Lembara Negara ReP! Negard
5 Tambaha Lember s

Tahun 2005 Nomor ,

n 2008 tentans Informa'si
egara Republik



15.

16.

17.

18.

19,

20.

21

22,

23,

24,

Republik Indonesia Nomor 4593);

P .
eraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
embaran Negara

I‘;anilqlaan Barang Milik Negara/Daerah (L

Lerr:;; lik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
aran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

mor 38 Tahun 2007 tentang

g‘:ﬁ:ﬁgltal;] Urusan Peme.rirgtahan antara Pemerintah,

K ntahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

T paten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
ambahan Lembaran Nagara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
an Negara/Daerah (Lembaran Negara

Pengelolaan Keuang

Eep“b“k ndonesia_ Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan
embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barans dan Jasa Pemerintah
h beberapa Kali terakhir dengan

sebagaimana telah diuba
95 Tahun 2007;

Peraturan Pemerintah No

Peraturan Presiden Nomor
Peraturan  Menteri  Pekerjaal Umum  Nomor
207/PRT/M/2005 tentang Pedom? pengadaan 1252
Konstruksi Pemerintah Secar2 Elekteronik;

Tahun 2006

peramran M . .
enteri Dalam Negerl Nomor
2 & n Daerah,

tentang  Pedoman pengelolaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri mor 15 Tahv
roduk Hukum Daer
ahun 2006

tentang Jenis dan Bentuk P
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang Prosedur Penyusunan roduk Huky

Peraturan Menteri Dalam Neger i
dan Berit2 Daeralt,

tentang Lembaran Daera
53 T

Peraturan Menteri Dalam
tentang Pengawasaf Peraturan
Daerah;
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

Peraturan or 17 Tahun 2007
Menteri
tent i Dalam Negeri Nom
entang Pedoman Teknis Pengelolaan Bara;glMilikD rah
I aerah;

Peraturan

Daerah K

2008 ten ota Padang Panj

o jang Nom

Sekretasiat lg) atl:rczlrlnbemrukan Organisasi dan 0'Ir'at]a lehun

Rakyat Dacrah Kl dan Sekretariat Dewan Perwak?l']:‘l
ota Padang Panjang (Lembaran Dael£

Kota Pad :
Peratu ang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D.1);
a or
2008 te:tagae;al;( Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahut
g Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lemba
ran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Seri E2)
omor 12 Tahun

Pe
raturan Daerah Kota Padang Panjang N
yang Menjadi

2008
KGWena;egzn}g Urusan Pemerintahan
emerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran
Tahun 2008 Nomor 12 Seri

Daerah
E.3); Kota Padang Panjang
Perat
2009"';:; Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun
Daerah (R;‘}l%i Rencana Pembangunan Jangka Menengah
D) Kota Padang Panjang Tahun 2008 — 2013
j hun 2009 Nomor

(L
embaran Daerah Kota padang Panjang Ta
ang Nomor | Tahlm

12 Seri E.7);
P
zgfglzfan Daerah Kota Padang Panj
Padan entang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Ko&
Kota pgadpan.lang .Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah
N ang Panjang Tahun 2010 Nomor 1 Seri A.1);
teir;t“ran Walikota Padang Panjang Nomor
Lin g]f:g Prosedur Penyusun k Hukum a
Daerall:"gan Pemerintah Kota jang (Ber
ES), Kota Padang Panjang Tahun
ang Nomor ] Tahun 2010
an Belad

P
eraturan Walikota Padang Panjang
pendapatall :
2010 (Berita

t .
l;:lltang Penjabaran Anggaran
erah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran
ang Tahun 10 Nomor 1 Sert

Dae .
A.])r.ah Kota Padang Pan)




MEMUTUSKAN :

P
p I%I;%TMURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI
E-PROCUREMENT DI  LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

;)alam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
2- Daerah adalah Kota Padang Panjang.

. Pemerintahan  Daerah adalah penyelengga raa t
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRP n:le:lc])rn:’i
aza : dengan prinsip ©

s otonomi dan tugas pembantuan 18 P q Kesatuan

seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip
gaimana dimaksud dal

IRJerblik Indonesia seba .
ndang Dasar Negara Republik Indonesta
3. Pemerintah Daerah adalah Walikot2 dan Perangke! Daerah
4 sebagai unsur penyelenggaran Pemem}tahan
- Walikota adalah Walikota Padang Paﬂjang'lan snya di
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang se
4 h Kota
gengan SKPD adalfl]l( satuan kerja perangkat daera
adang Panjang
) . an pen
pemerintah adalah ; XPBD, ik yans

Daerah.

bt

6. tl:engadaan Barang/Jasa
arang/jasa yang dibiayai dengan enyedid
dilaksanakan sicara swakelola maupunl leh P
an jasa
gadaan arang/. e

7 barang/jasa.

- E-Procurement
pemerintah yang pelaks
Yang berbasis web/internét engd melip
teknologi komunikasi dan informas! yarg akan oleh L&Y anal

umum secara elektronik Yan8 diseleng&®

Pengadaan Secara Elektroﬂik-



10.

11

12,

13.

14,

15,

16.

17.

- Lembaga Kebijakan Peng

Layan

dis)i,ngl?:t llj;g%adaan Secara Elektronik yang selanjutnya

proses pengad adalah unit pelaksana teknis yang melayani
gadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan

g;r;;in e-Procurement.
bmvahl’u;at adalah gnit kerja yang dibentuk oleh dan berada di
Barang/la nggung . jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan
sa Pemerintah (LKPP), yang bertugas secara khusus
istem e-Procurement.

t’}‘%‘g mepgelola dan mengembangkan s
lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kota Padang

Panjang.
Jasa Pemerintah yang

selani Y adaan Barang/
m emJ"t"Y a disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang
di bi gunyal tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan
Pe: ba"g pengadaan barang/jasa pemerintah.
a d-:]l ;‘t P ffmbuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK,
pe m? 1 pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran sebagai
ilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
gengadaan barang/jasa.
engguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
Ff): nggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
SK"EBSKPD yang dipimpinny2, dalam hal ini adalah Kepala
llf uasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yane ditunjuk oleh
ke“gguna Anggaran untu melaksanakall sebagian
ewenangan pengguna n dalam melaksanakan
;eb?}g"an tugas dan fungsi SKP
Aa"'t’a Pengadaan adalah tim Y
b nggaran  untuk melaksanakan
S i oleh
ejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangket
Pen melaksanakan
gguna Anggaran untuk gan nilai
pem"fhan/pentlnjukan penyedia barang/jas? > buluh juta
pekerjaan sampai dengan RP 0.000.000- (im? P
rupiah).
Penyedia barang/jas
gerseorangan yang e e
arang/jasa dan telah terdaftar dalam S1
pada pusat-pusat layanan-
129
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a adalah ba hanys
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18. Pen
19. gf%:eiia'ah semua pihak yang menggunakan sistem e-
d.ari Penzgil:: I;Z;I:ga z;{au pengenal unik sebagai identitas diri
Sistem o oo oo igunakan untuk beroperasi di dalam
string yang

20. Pags
dig lf::l)c;(;{] ?:lia}l]ah kumpulan karakter atau
eh Pengguna untuk memverifikasi User ID

ke i
pada sistem e-Procurement.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
(1)Maks i
ud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai
urement di

landa
san
hukum untuk penerapan sistem e-Proc

wilayah Kota Padang Panjang.
ran Walikota ini adalah untuk
| persaingan

ivitas, transparansl
pelaksanaafl pengadaan

2) Tuj :
( );Tflléju.an ditetapkannya Peratu
Sehf;ngkatkan efisiensi, efekt
, dan akuntabilitas dalam

b .
arang/jasa pemerintah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ru . :

ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah e-Procurement di
adang Panjang:

lin
gkungan Pemerintah Kota P

BAB II
ETIKA E-PROC UREMENT
pasal 4
()Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan e- f‘éi;’; fi’::;-t
dan ketentuan peratur p 130

waii
ajib mentaati etika



undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2)Dalam n?elaksanakan e-Procurement, semua pihak wajib :
a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode

) akse.s yang terdiri dari User ID dan password, :
. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data
dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi

umum; dan
c. memenuhi ketentuan dan peraturan Pe"““démg‘m"mdaﬂgan
yang berlaku dalam pelaksanaan e-Procurement.

(3)Semua pihak dilarang :
a. mengganggu, mengacaukan dan/atau merusak sistem €
Procurement; dan
b. mencuri informasi,
curang dalam sistem e-Proc

memanipulasi data dan/atau berbuat

urement.

PARA PIHAK DALAM pELAKSANAAN
E.PROCUREMEN T

Pasal 5

(1)Para pelaku yang terlibat dalam e-Prociré

a. PPK;

b. Panitia Pengadaan/Pejabat pengadaan;

C. Penyedia Barang/Jasa; dan

d. LPSE.

jhak yan&

(2) Para pihak pada ayat (1) putir a, b dan adalah P gundangan

sebagaimana diatur dalam peratug'an h

tentang pengadaan barang/jasa pemerintai:

Pasal 6

(I)LPSE : tem g-Pro :
bertugas mengelola S1° ang dan ™ mpuny? ocureme™
i

Pemerintah Kota Padang Pany
a. penyusunan program kegiatah

%
o 8%




) d; lIi;:gkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
ll;e : S;lnaan pelatihan/training kepada Panitia/Pejabat
gadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai

. sistem e-Procurement;
' g::lak;i“najnd_pelzganan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan
yedia . ) . :
d kerjanya: arang/Jasa di masing-masing wilayah
: ?fbagai media penyedia _informasi
P?elpde:sk) yang melayani Panitia/Pejab
enyedia Barang/Jasa yang berkaitan den
Procurement.
e. sebagai penyedia informasi dan data yang perkaitan dengan
]F;mses pengadaan barang/jasa yang te dilakukan oleh
engguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan
¢ evaluasi;
| . pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
| lg] pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
.+ pelaksanaan tugas-tugas Jain yang di
sesuai dengan tugas dan fungsinya-

dan konsultasi
at Pengadaan dan
gan sistem é-

(2)Ketentuan pada ayat (1) huruf € diperuntukan agl -

pengawasan/audit yang ilaksanakan oleh Instanst yang
mempunyai kewenangan ' '
peraturan perundang—undangan y

pasal 7

(1)Susunan organisasi LPSE terdiri dari :

a. Pengarah;
b. Kepala LPSE;
C. Sekretariat; .
d. Bidang Administrasi Siste™ Informast
€. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
f.  Bidang Layanan Penggund; dan
g Bidang Pelatihan dan Sosialisas!
o perikut
pefsyal; i‘ y Seb,:ﬁ:gung jawab

(2)Personil LPSE harus memenuhi :
o I disip

a. memiliki integeritas MO™®"
dalam melaksanakan tugas: 132



yang akan diadakan;

b. memahami keseluruhan pekerjaan
di tugas

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menja
. pengelola LPSE yang bersangkutan; dan
. memahami prosedur sistem e-Procurement.

sasi LPSE sebagaimana dimaksud ayat
n Peraturan Walikota.

(3) Tugas dan fungsi organi
(1), akan diatur lebih lanjut deng2

BABIV

TATA CARA PELAKSANAAN £-PROCUREMENT

Bagian Kesat!
Standar Prosedur Operasional Sistem E-PROCUREMENT

Pasal 8

LPSE.

(1)Sistem e-Procurement dikelola oleh
ement mengikut!

(2)Tata cara pelaksanaan sistem e-Proct . Keputusan
ketentuan alur kerja sistem o-Procurement sesuai KR€P

Kepala LKPP.

Bagian Kedua
Pusat Informasi LPSE

pasal 9

Semua data dan informasi yang disimpan t
a. diumumkan di website LPSE dan LPSfE pusad- [ atas, akam
b. seluruh informasi sebagaiman? imaks” j

: asi pengd

dihubungkan ke pusat info
nasional yang disupervisi oleh LKPP:

133




Bi Bagian Ketiga
iaya Operasional LPSE

Pasal 10

rangka pengelolaan LPSE

(1) s :
egala biaya yang timbul dalam
patan dan Belanja Daerah

dibebanka
n kepada A
Kota Padan g Panjang, nggaran Penda

(2) Hal

yang berkaitan d
lanj engan ayat 1 di
anjut dengan Keputusan Walilzota.( ) diatas, 2

kan diatur lebih

Bagian Keempat
Pengaduan

Pasal 11

Tata car.
a. pen g: cf::ngag"a_" pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut :
dapat dilakukar : masya.rakay.dan atau penyedia parang/jasa
dan bisa diak an melah.u fasilitas dalam sistem e-Procurement
b. LPSE .l'al\ses oleh pihak yang terkait.
dan atawajlb meneruskan laporan penga
u penyedia barang/jas3 kepada L

Pengarah LPSE terkait.

duan dari masyarakat
PSE Pusat dan Tim

Pasal 12
, Kuasa

ada Penggund Anggaran
-men apabila

LPSE waii itm
E wajib melaporkan kep
pembuat Komit
elaksanaan

Pen
ditergng.:;? a Anggaran, dan Pejabat
pengadazn peny imPa"g«'vln-penyimpangan atas P!
tembusa n barang/jasa pemerinta secara elektromk dengan
n kepada Inspektorat Kota Padang Panjang
BABY
KETENTUAN PERALIHAN
pasal 13

e-Procurement,

mentasi pelaksanaaﬂ
134

(1
) Untuk menjamin imple



masing - masing pimpi

Kota g pimpinan SKPD di lingkun i

Pengg :na:anAgn Panjang dan/atau Pengguxgla fnﬁgﬁﬂﬁig

pengadaan paigfran, dapat membuat tahapan pelaksanaan

dengan menentuk yang akaq menggunakan e-Procurement

sebagian ukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau
pengadaan paket di SKPD tersebut menggunakan e

Procurement.

2
( )clijlr::::: pelaksanaan pembuatan taha
melakSUd pada ayat (1) masing masi
ukan koordinasi dengan LPSE.

3 ]
)}TJ:}:T\ gelaksanaan LPSE yang pener
n 2010, ditetapkan dengan Keput

Panjang.
a dalam pengelolaan

4)D
Si:tl:nT melaksanakan fungsinya terutam
e-Procurement, LPSE dapat melakukan koordinasi dan
rta dapat

konsultasi dengan LPSE lain dan L
han yang diperlukan unt

meneajuk
pen iaJul\an saran perubahan-peruba n
yempumaan prosedur dan sistem e-Procurement.
e—Procurement,

(5) Un
tuk mempercepat implementasi sistem

L 4 /
PSE dapat menjalin kerjasamd dengan LPSE Jain yang tel2
madai dengan Ikut serta dalam

memiliki 3
peemlllkl infrastruktur me
manfaatan infrastruktur LPSE Jain tersebut.

pan-tahapan sebagaimana
ng pimpinan SKPD harus

annya dimuléi pada

ap
Walikota Padang

usan

BAB V1

KETENTUAN pENUTUP

pasal 14
gal diundangka™

Pe
raturan Walikota ini mulai perlaku sejak tangé

135



tahkan pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin
nnya dalam Berita

lI))"'l’aturan Walikota ini dengan penempata
aerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : padang Panjang
pada tanggal : 22 Juli 2010

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

gkan dj Padang Panjang
$ 22 Juli 2010

-~
SDAERAH KOTA PADANG PANJANG:

dto

ALT ASMAR
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